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Menimban;

Menmmaat

PERATIURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR :03 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSL S

NENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

&5

o

WALIKOTA METRO,

hahwa sehubungan dengan Kota Moo schugsi Daerah Otonom, maka dalam
penyvelenggaraanmva perlu mengatur Pungian Daerah sehagal sumber Pendapatan
Asli Daerah vang merupakan salah satu penunjang dalam Pembangunan Daerah;

bahwa untuk meningkatkan mutu Sumber Dava Manusia salah satunva melalw
Pendidikan Luar Sekolah berupa Lembapa Kursus wnluk il perlu dilakukan
pembinaan eleh Aparat Pemerinlah vang meliputi pengawasan terhadap Lembaga-
lembmea Kursus,

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  tontang
Pemenintahan Daerah berdasarkan perhmbangan sebagaimana dimaksud hural a
dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah  fentang  Retribusi  |zin
I*enyelenggaraan kursus.

Undang-undang Momor $ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Megara Tahun 1981 Nomaor 76, ambahan Lembaran Negara Womaor 32007

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1939 tentang Sitem Pendidiken Nasional

ILembaran Wepara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nepara
Momor 33907;

Undang-undang Nomor 12 Lahun 1999 tenlang Pembentukan Kabupaten Daiu 1
Way Kanan, Kabupaten Dab 11 Lampung Timur dan Kotamadva Dai 11 Metro
(Lembsran MNegara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran MNepara
Momor 38257,

Undang-umdang Nomor 22 'Fahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Tahun 1999 Nomor 6, ‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kevangan Antara
Pemenntah Pusat dan Daerab {Lembaran Wegara Tabun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Megara Momor 3848,

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Momor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerab {(Fembarun Negars
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan T.embaran Negara Nomor 40367

. Peraturan Femerintah Momor 66 Tahun 2001 wentany Retribusi Dasrah ( Lembaran

Megara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 412397

. keputusan Presiden  Republik  Indonesia Nomor 44 Taghun 1999 tentang

Penyusunan Peraturan Perundang-imdsngan dan Bentuk Rancanger Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusen Presiden Bepublik Indonesia Nomuor 68 Tahun 1998 tentane Pembinaan
koursus dan Pelatihan Kerja:
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10, Peraturan Dserah Kota Matro Nomor (0 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Menetapkan

Susuman Organisasi dan Tata Kena Ferangkat Taerah (1embaran Dacrah Tahun
2001 Nomor 01,

11. Keputusan Mentenn Pendidikan Tan Kebwdayoan Republik [ndoncsia Nomor

26101999 tangeal 12 Okiober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus,

12 Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakvat  Daermb Kola Metre Nomor

171 108 DPRD-EM2002 tentang Perselujuan Penetapan Peraturan Daerah Rota
Metro tentang Retribus Bain Penvelenpparaan Korsus,

Dengan Persetujuan
DEWAN PEEWARILAMN RAKYA T DAERAH KO1TA METRO

MEMLUTLSKAN |

PERATLUIRAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI 12N
PENYELENGOARAAN KURSUS

BAB 1

RETERMTL AN TR
IMasal 1

Dalarn Peraluran Dacrah im vang dimaksud denpan

a.
b.

- e

=

Daerah adolah Daeerah Kota bMetro:

Pomerimtah Daerah adalah Kepala Dugrab beserta Perangkat Daerah (tonom yang
lain sehapni Badan Ekeckutif Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyal Taersh (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakvat
Dacrah Kom Metro,

Kepala Dacrah adalah Waliketa Weatro
[¥inas Diaerph adalah hnas Daerah Kota Mairg:
Kas Daerah adalek Kas Dacrah Kota Moo,

[ank adalah Bank yang diwnjuk olch Pemerintah Daerah untuk  tempat
Pembayaran Retribusi:

kursus adalah Lembaga Pendidikan vang diselenggarakan bagl warsa belajar vang
memerlukan bekal unluk mengembangkan diri, hekerja mencan nafkah | dan atan
melanjutkan, ketingkat ataw jenjang Pendidikan vang lebib tingsi;

lzin Penvelenggaraan adalah pernyataan tertulis dari phak vang berwenang vang
memberikan hak untuk mengusahakan/ menyeleneearaksn kursus;

Rurikulum adalah seperangkal rencana dan penpaturan mengenan wjuan si
program, bhahan pelajaran, dan metode vang digunaken sebsgai  pedoman
penvelengparaan kegnatan belajar mengajar:

Kurtkulum kursus adulyh kurikulum yang disusun oleh lembaga kursus untuk jenis
kurses vang diselenpparakan di Lembaga tersebut

Retnbugi 1zin - Penyelengparaan  Kursus  adalah  Pungutan Daerah  sebagai
pembayaran atas jasa lavaman Pemerintah Daerab dalwin hal pemberian izin
penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah vang disclengparakan oleh Tembaga
Kursns.

- sural Ketelupan Rembusi Daerah yang sclanjutnya disingkat SKRD adalah Sura

Fetetapan yany mencntukan besarnyw jumlah Rormibusi.
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BABII
NAMA DBYEK DAN SUUBYEK RETRIBUSI

PPazal 2

Dengan nama Reterbusi lzin Penyelenggaraan Kursus dipungut Retribusi aas |zin
Penvelenggaraan Kursus, Daftar Ulang Tein Penyelenggaran Korsus, dan Betribuest
Pengesahan Sertihkat Kursus.

Pazal 3

(Obvek  Retribusi adalah  seriap  Penvelenpgarssn Kursus, Daflar Ulang  lzin
Penyelenggaraan Kursus, dan Pengesahan Serlilikal Kursus,

Pagal 4

Subvek Retribusi adalah setiap Lembaga Pendidikan vang diselenggarakan cleh
perscorangan, sekelompok orang, Badan Hukum, dan atap Badan Usaha dengan atan
tanpa mencantwnkan kata “Rursus” yang menyelenggarakan kepiatan kursus

BAR 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Ciolongan Ketribusi Izin Penvalengyparaan Kursus sehapaimana vang dimaksud [Masal 2
Peraturan Daerah ind adalah iermasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu,

BABIY
TATA CARA PERIZINAN

Pasal &

(17 Sctiap orang, sckelompok omang, badan hukum dan atau badan ussha vang
menvelengparakan kursus, wajib mengajukan permohonan 1zin kepada Kepala
Daerah untuk memperolch 1zin penyelenggaraan,

(27 Untuk memperoleh izin sebazaimana demaksud ayat (1) wajib melengkap
persyaratan kursus vang herkaitan dengan @ kurikulum, tenaga pondidik, mang
belajar, seria dilengkapi dengan rekomendasi dan Lurah dan dikeshu Camat
seleinpat;

{3} Pembcrian izin penyclenggaraan kursus dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalu
Kepala Dings,

{4} Izin penvelenggraan dimaksud ayat (1) berlaku selama penyelenggaraan kursus
tidak berubah jcnis kepmatanma;

{5 DBenfuk dan macamnya ien pervelengparsan dilentukan oich Kepala Dacrah,

{6} lzin penvelenpgparnan dimaksod avar (3) wajib didafiar olang setiap kali habas
miasa berlakunya

RAR Y
KETEMTUAMN PERIZIN AN

['azal 7

(1} Sebelum memperoleh ran penyelenggaraan lombaga kursus wajib melaporkan
keberadaan Lembaga Kursus kepada Dinas yang ditunjuk olch Kepala Daerah
dan diberikan status “Tercatal™;

(2} Apabila seluruh persyvamatan untuk memperoleh win penvelengparaan telah
dipenuhi maka permohonan isin dapat langsung diproses:

(3} Tenggang wakw diberikan sekurang-kurangnya selam 3 bulan bagi Lembapa
Kursus yang belum dapat memenuhi sebagian persvaratan, Sclama tcnggang
waklu lersebul Lembags Kursus yang bersangkutan dalam pembinaan Dinas
yang ditunjuk oleh Kepala Taerah;

3
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@)

1)

(6)

{7

(1}
(2)

{3)

(1}

()
(3
4

{(3)
(6)
(7)

(8)

Evaluasi akan dilakukan dalam tempo | bulan sejak Lombaga Kursus tercatat di
Dinas vang ditumjuk oleh Kepala Daerah. Apabila dalam fempo  tersebut

Lembaga Kursus vang bersangkutan belum dapat memenuhy persvaratan maka
evaluas: akan dilakukan pada bulan berikutoya,

Apabila dalam tempo 3 bulan sejak Lembaga Kursus mencatatkan dim,
persvaratan yvang ditentukan tidak dapat dilenghapi maka permohonan izin idak
dapat diproses dan lembaga kursus tersebut dinvatakan ditutup;

Sehelum izin diterhitkan dilarang memasang papan nema Oi luar gedung a4
luar kavling lokasi kursus;

Dilarang melakukan kepiatan lain diluar ketentuan perizinan vang diberikan

BADG VI
PENYELENGGARAAN PENTITHE AN

Bagan Pertama
Klasifikasi [ 2mbaga Pendidikan

Pasal &

Dalam penvelengparaan Pendidikan Luar Sekolah umuk  menjamin muty
penyelenggaraan  lembaga  kursus  diwajibkan  memcnuly persyaratan
sebagaimana yvang telah ditelapkan scsuai Pasal 6 ayat (27,

Untuk membanty meningkatkan mutu Pendidikan Luar Sckolah Pemerintah
Daerah mengklasifikasikan Lembaga Kursus Dalam 4 type © CB.A dan tvpe
Khusus:;

IMasa berlaku perizinan diberikan kepada lembaga kursus
- Type C selama | Tahun

-  Type B selama ? Tahun,

- Type A sclama 3 Tahun.

= Type Khusus selama 10 Tahun.

Hagian Kodua
sertifikasi

Puasul 9

Untuk memnjamin mutu penyelenggaraan kursus setiap penyelenggara kursus
wajit melaporkan keadaan kursus setiap trivalan meliputi jumlah warga belaar,
jumlah stal’ pengajar, jumlah tenaga administratif (pengelola) keadaan sarana
prasarana belajar mengajar:

Setiap penyelengeara kursus wijth melakzanakan penpujian dan serti likasi;
Pengujian dan sertifikasi dilaksanakan calam skala Lokal dan Nasional:

Setiap penyelenggara kursus wajib melaporkan pelaksanaan wjian lokal 2 minggu
sebelumnya, dan akan dimonitor oleh pemugas yang ditunjulk;

Setiap warga belajar vang telah lulus wian lokal berhak mendapat serlifikat dari
Lembaga Kursus;

Pemberian Sertifikat lokal wajib mendapat pengesahian duri Kepala Dinas vang
ditunjuk oleh Kepala Duerah;

Y

Lfjian Masional dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Masional berdasarkan
Eurikulum Masional:

Wm‘ga belajar yang telah lulus wjian Nasional memperoleh Tjamah vang
diterbitkan oleh Depariemen Pendidikan Nasional.
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Serttfikat wajib membavar Retribusi,

BAB VIl
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Sevpp Lembagn Pendidikan Kursus vang mendspatkean persetujuan 1zin
Penyelenggaraan, Daftar Ulang Tzin Penvelengparaan. dan  pengesahan

(2} Besarmya Retribust tersebut pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;

RUMPLIN PENDIDE AN/
TENIS KURSUS

[zin
Penvelengearaan

Kerumahtanggaan/Keluarga
dan Jasa

I Kwrsus Usaha Jasa Boga

2. Kursus Membuat Hantaran
3 Kursus Perhotelan
4

Koursus Pramuwisma dan
Pramuniaga

% Lain-lain sesuai
Perkembangan

:_M:

| Rp. 300.000,-
|

11

Fumpun Pendidikan Kerajinan,
Kese Kesenian dan olahra

1. Kursus Tata Kecantikan
Fambut dan Kulit

Foursus Akupuntur

Kursus Rias Pengantin
Kursus Pramubalita
Fursus Merancang Busana
Fursus Modelling

Eursus Merangkai Bunga
Koursus Musik™ okal

3, Kursus Pertamanan
10, Kursos Senam

an 51 oOv O helte

L]

|1, Lain-lain sesuai
perkembangan

Twpe:

C = Rp. 150.000 -
B=Rp. 175.000,-
A= Rp. 200000, -
Khusus

Rp. 500000 -

RETRIBLIS]
Draltar Ulang

lype:

¢~ Rp 125000,-
B =Rp. 130.000.-
A Rp 175000 -

Pangesahan
Sertifikat

[
'Ry 1000,-embar
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. 1;

T Perkantoran dsn Rabaas
Fursus Fesckretarizan
2. Eurms Akuinne

3. Ewrsoe Mengehk

4. Eursus Eonnpniged

5. Fursus Bahasa

| & Luin-lain sesuai
perkembmgan

IV ' Kursus Bimbingm Belajar

Type Type
| C=Rp. 200.000.- = Kp. 175.000,-
B =Ry 225,000 B =Rp. 200000~ | .

A=ERp. 250000 - | A=Rp. 225000~
Ehwgs 1| ,
[
Bp. S0, (HH), -
Type - Type : Ep. 1000 - Tembar

C=Rp. 200.000,-
i

| B=Rp. 225.000.-
A=TRp. 250,000 -

O = Rp. 175.000,-
B = Rp. 204,000 -
A=Rp 225 000,

{3} Selain Retribugi tersebut diatae pengajum Lxin Pesyelonggaraan Fureus, Dafbar
Ulang Izin Penvelengearaan Eursus sertn Pengesohan Sertifikar dikenai biaya
adminisfrasi. Besar adminisirasi adalah sebagal berikok :

Rp. 15.000,-
L. Daftar Ulang lzin Penyelmegaren Furse Bp. 10.000, -
¢. Pengesahan setiap Sertifikat Bp.  500-

(4) Dilarang menument Biaya diluar besamya taril yung telub diteniukun,

A Tvin Penyelengoaraan Foreas

HAE VI
CARA MENGUEUR TINGEAT FENGGUNAAN JASA

Przal 11

Tingkst pengeinsan jass didar berdnsarkan stas krsterin yang doapad dipenubi oleh
suatn Lembaga Pendidikan Eursus.

BAB IX
PRINSIF YANG DIANUT DALAM PFENETAP AR STEUETUR DAN
BESABRNY A TARIF RETRIBEGI

Pasnl 12

Prinsip vang diamst dalam penctapan tarif Retribusi didazarkan pada azas pemerataan
dan keadilan serta mbik menuup scbagian atau sama dengan bimva yvang dikeluadom
sehapai akibat yang timbul dari kegintan pembinam dan pelayanen

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pazal 13
Reztribusi dipungnt diwilayah Daerab tempat pelayansn diberikan,



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

{1
(2}

Ay
{2}

(3}

BAB X1

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
FPemungutan Ketribusi tidak dapat diborongkan:
Retribusi dipungut dengan mengzunakan SKRD

BAE X1l
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSL

Pasel 15
Fembayaran Hetnbusi dilakukan secara tunai;

Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank sesuar dengan
waktu vang ditentukan denpan mengmunakan SKRD:

Tanda buko pembavaran diserahkan kepada bendahara pencrima dinas untuk
dibukukan,
BAB X1l
TATA CARA ADMINISTRASI PEMBUELAN
Pasal 16

Bukii Setoran Retribust dibukukan pada buku perenimaan pembantu Bendahara
Ehusus Penenima pada Dinas Pelaksuna,

(1)

{2}

(3}
ey

(1}

BAR XKIV
SANGSI PELANGOARAN

Pasal 17

Terhadap Lembaga Pendidikan Kursus yang tidak mematuhi salah satu ketentuan
vang dimaksud dalam pasal & dan pasal 7 dikenai saniss pelangearan

Koepialan belajar mengajar dihentikan untull seamentan
b, Proszs pembenan izin penvelenggaraan ditunda.

c. Diwajipkan membavar denda sebamvak 5 kali besamya tanf Reteibusi Trin
penyvclengparaan  vang  sesuai denpun iype  masing-masing  Lembaga
Pendidikan Kursus.

Pelanggaran werhadap beberapa ketentuan yang terdapat pada pasal 6 dan pasal 7

dikenal denda sebanyak-Banyaknya Rp 5000 000 -

Pengenaan sangst dilaksanakan atas dasar Perinizh Kepala Daerah;

Petolehan atas denda dimaksod avat (1) dan avat (2) wajlb disctorkan ke
Kas Daerah |

BAD XV
PENYIDIKAN

Pasal 1%

Pejahat Fegawal Megen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Deerah vang
diberi wewenang khusus schagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan dacrah atau remmibuosi sebapaimana dimaksud dalam
undarng-imdang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Midana .
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{21 Wewenang Penvidik sebapaimana dimaksud pada avat (1) adalah :

i.

az

Menerima, mencan, mengumpulkan dan mengliti keterangan atau laporan
herkenaan dengan findak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lenzkap dan jelas.

Menelili, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau hadan tentang kebenaram perbuatan vang dilakukan sehubunpan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah,

Meminta keteranpan dan bahan bukti dan orang pnbadi swu badan
sehubunpan dengan tindak pidana dibidange Retmbus Daerah

Memenksa  buku-huku, catatan-catatan  dan dekumen-dokumen  lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi 1aerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukb pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serla melakukan penvitaan lerhadap
baban bukt tersebul

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penvidikan
tindak mdana dibndang Retnbust Dacrah

Menvuruh berhentn dah atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
prang dan slan dokumen vang dibawa schagaimana vang dimaksud pada

hurul &,

Memotrer scseorang yang berkaitan dengan Gindak prdana dibidang Retribusi
Daerah.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipeniksa sebapal
tersangka atau sangsi.

Menghentikan penyidikan.

Melskukan tindakan lam yang perlu umtuk kelancaran penyidikan tindak
Pidana ditndang Retnbusi Dacrah  menurut  hukum vang  depat
dipertangpunejawabkan.

(33 Pemyuhk schbagaimana dimaksud avat (2) memberitahukan  dimulainya
penvidikan dan menyamparkan hasl penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor % tahun

. 1931, tontang Hukum Acara Pidana,

BAB XV

KETENTUAN PENTITLIP
Pasal 19

Dengan berlakunyva Peraturan Taerah ini, maka segala ketentuan vang wengatur hal
yang samd dan atau vang bertentangan dengan Peraturan Daerah im dinvatakan tidak
berlaka lagm.

Pasal 20

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian vang tak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah im diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah.
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Pasal 21
Peraturan Dazrah imi mulat berlaku pada tangea] divndangkan |

Agar setiap omang dapat mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Koty Metro

Mrisahkan & Metro
Pada tangeal 22 hes 2002
WALIKOTA METROY,

o /L%

MOLES [HERMAN

£ e ! eee LrarporeUdwkbiorle rrda Was asgas vom i Beie ik Jeon Peape cogee Persas e
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PENJELASAN
ATAS

PEEATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAFILUN 2002
TENTANG 1IN PENYELENGGARAAN KURSUS

A, FENIELASAN TMLIM

Dalam rangha menunjang Propram Pemennolab Daerah Kola Mebio entuk
menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mencapai  kesejahteraan
masyarakat melalw jalur pendidikan Luar Sekolah maka perluy diadakan pembinaan
dan penerbitan lzin Penyelenggeran Kursos,

. B. PEMIELASAN PASAL DEMI PASAL
Masing-masing pasal 1 5.d 7 cukup jelas
P'asal 8 avat {4) : Buatu Lembaga Pendidikan diklassfikasikan dalam type :
. bila memmbik
1. Prasarana milik sendiri amu menyewa yanp terdin atas
sckurang-kurangnyva |

I

| o]

3

Ruang Kantor
Ruang Teon dan Prakick

Eamar Keacil

1l. Sarana vang terdir atas sekorang-kurangnya

. Buku PelajaranDiklat

1
2.
) )
4
!

Alat Prakiek
Meja kurai

. Adman

. Papan Tulis

11, Personahia vang terdin atas sekuranp-kurangnya
E
2. Penpajar
A8

Pimpinan

Jumlah Seswa | 2.d 25 omng

. Bila memilik:

1. Frasarana milik sendini alan menyews yany terdin amms
sk uTang-Kurangmya ;

b

I3

o Ta

e § ey broaper W aden e rew's liprmaer feaf Trivgd Aros Peeseleps Forrerdic

10

Ruang Tate Usaha
Ruang Pimpinan
Ruang Teon
Fuang Prakiek
Kamar Keeil
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Il Sarana yang terdiri atas sekurang-kurangnyva

[L1.

1. Buke PelajaranTiiklat
2. Alal Prakiek
3 Meja Kursi
4. Almani
Fapan Tuliz
6 Sarmna air bersth
7. Listnk

Personalia yang lerdiri atas sckurang-kurangnya
L.
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3, Stal Tata Usaha

4. Staf Penpajar

1V Jumlah Siswa 25 s.d 100 orang

Pimpinan

A, Bila memiliki

[L

1.

Prasarana milik sendini yang terdi atas:

1
2
3
4
3
f

Lobi/Ruang Transit

. Ruang [ata lzaha

Ruang Pimpinan
Ruang Teor

Ruang Praktek
Kamar Mandi/Kceil

=arana yang terdiri atas:

Fersonalia yang terdin dan atas sehurang-kurangnya -

I I I T

L O

= SR S S

IV,

11

Buku Pelajarand hik|at
Alat Praktek

Meja Kursi

Almari

Papan Tulis

Sarana air bersih
Telepon

Tisirik

Pimpinan
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Bagian Pendidikan
Kepals Bagian Promos:
Staf Pengajar
Stal Tata Usaha
Jumlah Siswa lebih dari 100 orang
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]
Type Khusus adalah - Type A vang sckurang-kurangnya dapat
memperiahankan  kerilernanva  selama
3 tahum berturut-lurot
Masing-masing pasal @ 5.d 21 cukup jelas

{ Tambahan Lembaran Dacrah Nomar )
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